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Menakar Kualitas Pilkada di DIY

PILKADA 2024 di seluruh wilayah
Tanah Air yang digelar Rabu 27
November berlangsung relatif aman
dan lancar. Inilah untuk pertama
kalinya Indonesia menggelar pesta
demokrasi lokal dalam pemilihan
kepala daerah secara serentak. Kita
melihat antusiasme masyarakat un-
tuk berbondong-bondong menuju
TPS guna memberikan suaranya ju-
ga cukup tinggi.

Kita bersyukur perhelatan akbar
demokrasi lokal bisa berjalan aman,
nyaris tanpa gangguan berarti. Tentu
init sangat berdampak pada kuali-
tas demokrasi yang sedang kita
bangun. Bahwa di sana-sini masih
ada kekurangan atau kecurangan,
seperti serangan fajar atau money
politic, tentu sudah ada mekanisme
untuk menanganinya,t baik melalui
Bawaslu maupun gugatan ke pe-
ngadilan atau Mahkamah Konstitusi
(MK).

Tentu tak mungkin mewujudkan
Pilkada serentak yang seratus
persen sempurna. Harapannya, ke-
kurangan itu tidak menggerus kuali-
tas demokrasi yang kita cita-citakan.
Pun kita mengharapkan kontestasi
berjalan secara fair dan bermartabat.
Lazimnya, dalam sebuah kontestasi,
ada yang menang dan kalah, itu hal
biasa dalam demokrasi.

Khusus di DIY yang meliputi empat
kabupaten dan satu kota, kita
bersyukur, secata umum pelak-
sanaan Pilkada berlangsung aman
dan lancar. Tingkat partisipasi masya-
rakat untuk memilih juga cukup tinggi
sehingga mampu menggambarkan
kualitas demokrasi lokal di DIY.

Ini tak lepas dari kerja keras penye-
lenggara Pilkada, yakni KPU dant
Bawaslu, serta kelompok pemantau
maupun aparat keamanan baik dari
jajaran Polri maupun TNI yang meng-
amankan jalannya pesta demokrasi
lokal ini. Lebih penting lagi, masyara-
kat DIY relatif memiliki kesadaran
politik yang tinggi sehingga mampu
memilih berdasar hati nurani tanpa
tekanan atau paksaan dari pihak

manapun.

Kita harapkan siapapun yang
memenangkan kontestasi Pilkada
ini, dapat merangkul semua pihak,
termasuk pihak yang kalah, untuk
membangun daerahnya. Sebab, ki-
ta yakin, program yang mereka
tawarkan selama kampanye, sangat
bagus untuk diterapkan. Dengan be-
rakhirnya Pilkada, semua kembali
bersatu membangun daerah ma-
sing-masing.

Pilkada bukan sekadar kontestasi
personal tapi juga kontestasi pro-
gram. Kepala daerah terpilih harus
mengakomodasi gagasan kontestan
lain sepanjang konstruktif dan
bermanfaat bagi kemajuan daerah-
nya. Yang menang tidak jumawa atau
‘ngasorake’ yang lain, sedang yang
kalah juga tidak berkecil hati, karena
mereka masih bisa berkontribusi
dalam membangun daerah.

Soal siapa yang unggul dalam kon-
testasi Pilkada tentu masih harus me-
nunggu pengumuman resmi dari
KPU. Meski demikian kita juga
menghormati lembaga survei yang
melakukan hitung cepat atau quick
count sebagaimana lazim digunakan
dalam kontestasi pemilu.

Dalam hitung cepat memang su-
dah terlihat siapa yang unggul,
bahkan dalam beberapa menit sete-
lah TPS ditutup. Namun dalam peng-
hitungan resmi kita tetap merujuk pa-
da mekanisme manual yang di-
lakukan KPU. Setidaknya, dalam be-
berapa hari ke depan masyarakat su-
dah dapat melihat hasilnya.

Lebih dari itu, kita mengapresiasi
semua pihak, baik penyelenggara
Pilkada, kontestan serta masyarakat
pemilih yang telah menggunakan
haknya sehingga demokrasi berjalan
sesuai relnya dalam suasana yang
aman dan kondusif. Kondisi tersebut
sekaligus juga bisa menjadi indikator
untuk menakar kualitas Pilkada di
DIY. Mudah-mudahan DIY menjadi
contoh bagi daerah lain dalam penye-
lenggaraan Pilkada yang aman,
damai dan bermartabat. 0 - d
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Pilkada dan Janji Politik

PADA masa kampanye lalu, bahkan
sejak sebelumnya, lingkungan kita di-
warnai bermacam wajah dan slogan.
Ada yang menempel di baliho, terse-
mat di lembaran koran, juga ada yang
muncul di berbagai platform media dig-
ital. Apalagi saat mendekati Pilkada,
janjisjanji yang bertebaran di papan ik-
lan tersebut turut dikonstruksi melalui
verbalitas kampanye ketika debat an-
tarpaslon pemimpin.

Kultur kampanye demikian
memang menjadi normalitas
dan aksioma bagi pesta
Pemilu maupun Pilkada.
Berbagai janji politik, siasat
retorika, dan citra simbolis
épemimpin yang merakyati,
seolah menjadi atributif fun-
damental bagi seorang calon
pemimpin. Hal ini tentu sah-
sah saja. Bagaimanapun, kita
perlu objektif bahwa berkam-
panye pada dasarnya proses
pemasaran, di mana para kan-
didat menampilkan diri mere-
ka sebagai produk, membe-
dakan diri mereka dari produk
lain dan membuat iproposali
tentang bagaimana mereka
akan bekerja jika mereka
mendapatkan kepercayaan se-
bagai pemimpin. Inilah sebab-
nya mengapa janji kampanye
menjadi bagian penting dari
proses pemilihan.

Masalahnya, segala sesuatu
yang diwacanakan sebagai
janji, saat itu juga telah memasuki ru-
ang etis. Maka jika suatu janji tak
mampu ditepati, bukankah seseorang
dapat dianggap ingkar dan pembo-
hong? Padahal dalam situasi kompetisi
macam Pilkada, secara psikologis, sia-
papun dapat dengan mudah menebar
janji hiperbolis dan tak masuk akal,
ketika ésang dirii (ego) diliputi hasrat
(id) untuk memenangkan pemilihan.
Padahal sebagaimana riset Theodoros
Ntounias, dkk., Campaign Promises,
Political Ambiguity, and Globalization
(IGCC, 2024), sejatinya pemimpin dan
partai-partai cenderung kurang mam-
pu menepati janji kampanye ketika
mereka memasuki pemerintahan di
negara-negara yang terpapar global-
isasi ekonomi dan mereka juga menja-
di kurang responsif terhadap opini pu-
blik.

Penurunan tajam dalam kondisi eko-
nomi juga menghambat kemampuan
partai-partai yang berkuasa untuk me-
menuhi janji-janji mereka, karena ke-
bijakan-kebijakan. Dalam situasi ini-
lah (ketika janji-janji tak mampu
ditepati), penulis teringat pada bebera-
pa orang di era Yunani Kuno yang dike-
nal dengan atribut ésofisi.

Angga T Sanjaya

Menurut catatan William J Prior
dalam An Introduction to Ancient Greek
Ethics (2017), kaum Sofis adalah
kelompok orang melakukan perjalanan
dari kota ke kota di Yunani,
menawarkan pengajaran dengan biaya
tertentu. Apa yang mereka ajarkan
bervariasi, namun mereka paling dike-

nal karena mengajarkan retorika, seni
berbicara di depan umum, dan seni ter-
kait kepemimpinan politik. Di seba-
gian besar kota Yunani pada saat itu,
khususnya di negara demokrasi seperti
Athena, keunggulan manusia (keba-
jikan) terkait erat dengan kepemim-

pinan politik. Untuk menjadi
pemimpin politik, seseorang harus
pandai berbicara di depan umum, un-
tuk meyakinkan warga bahwa pan-
dangan dan kebijakan politiknya be-
nar. Jadi, banyak orang menginginkan
apa yang dijual kaum Sofis.

Masalahnya, beberapa hal yang dia-
jarkan kaum sofis seringkali menero-
bos aspek etika yang seharusnya
dipegang teguh oleh seorang orator
ataupun pemimpin. Tengoklah catatan
Pengantar Sejarah Filsafat Yunani:
Sofisme karya Setyo Wibowo mengenai
Giorgias dalam perspektif berikut; per-
suasi, kata Gorgias, "memiliki keku-
atan yang sama, tetapi tidak dalam
bentuk yang sama, sebagai paksaan,”
dan ia memiliki kekuatan ini berdasar-
kan keterampilan yang diperoleh
(teknik) pembicara, terlepas dari benar
atau tidaknya apa yang dikatakannya
(2014).

Dari perspektif inilah, kita dapat
menarik konklusif mengenai Giorgias,
bahwa ia semacam sampel negatif bagi
matinya kebenaran dan etika. Kita
bisa saja menuntut calon pemimpin
untuk tidak melakukan demikian, na-
mun realitasnya kata-kata seringkali
menguasai pemiliknya. Sebagaimana
janjijjanji yang disampaikan, jawaban-
jawaban dalam setiap debat, semuanya
terintegrasi dengan kemungkinan-ke-
mungkinan distorsi antara
ucapan dan realitas.

Sebagaimana dinukil dari
tulisan Michael Schmidt
dalam Campaign Promises
and the Economy (2024), jan-
ji-janji untuk menciptakan
lapangan kerja sangat pop-
uler bagi kandidat yang
berkampanye, terutama jika
lingkungan ekonomi saat ini
lemah dan pengangguran
menjadi perkara utama.
Sialnya, perspektif tersebut
seolah menemukan rele-
vansinya dengan masyara-
kat kita hari ini.

Namun demikian, janji-
janji politik tersebut bersifat
kontingental, kausalitatif,
dan selalu terikat pada
dampak dan konsekuensi.
Sebab jika tak menemukan
korespondensi terhadap re-
alitas dan tindakan pembuk-
tian, kita segera dapat me-
nyimpulkan bahwa semua
ucapan saat kampanye hanyalah janji-
janji manis yang menipu. Demikian,
éomongan dan janji yang berlebihani
itu berbahaya dan bahkan paslon de-
ngan niat terbaik pun bisa kesulitan
mewujudkannya.

Untuk itu, mari kita lihat realisasi
janji kampanye yang dibuat oleh kan-
didat dan apakah mereka tak lebih
dari seorang ésofisi? (*)-d

*)Angga T Sanjaya, Dosen Sastra
Indonesia, Fakultas Sastra Budaya
dan Komunikasi, UAD.

KR-JOKO SANTOSO

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, teri-
makasih partisipasinya dalam menulis
dan mengirimkan artikel untuk SKH
Kedaulatan Rakyat.  Selanjutnya
redaksi hanya menerima tulisan lewat
email : opinikr@gmail.com dengan
panjang tulisan antara 535 - 575 kata,
dengan mengisi subjek mengenai isu
yang ditulis serta jangan lupa me-
nampilkan fotocopy identitas.
Terimakasih.

Polisi Tembak Polisi

DI ERA Kapolri Jenderal Polisi Listyo
Sigit Prabowo, kasus polisi tembak polisi
setidaknya sudah dua kali terjadi. Dulu
ada kasus Kadiv Propam Polri Irjen Pol
Ferdy Sambo menembak ajudannya,
Brigadir J, dan bahkan merekayasa ke-
matian bawahannya tersebut.Kali ini
terjadi di Mapolres Kabupaten Solok
Selatan, Provinsi Sumatera Barat, bebe-
rapa waktu lalu. Di mana AKP Dadang
Iskandar (Kabag Ops Polres Solok
Selatan) menembak AKP Riyanto Ulil
Anshar (Kasatreskrim Polres Solok
Selatan) diduga karena merasa terusik
dengan tindakan AKP Riyanto yang
mengungkap adanya tambang illegal di
wilayah Solok Selatan, dengan cara
menembak kepala korban dari jarak
dekat. Tindakan ini tidak dapat
dibenarkan dengan alasan apapun.

Bekingan Aparat

Kasus polisi tembak polisi di Solok
Selatan membuktikkan adanya oknum
aparat kepolisian yang membekingi
tambang illegal di wilayah tersebut.
Kasus ini bukti bahwa ada oknum
aparat kepolisian, dalam hal ini AKP
Dadang Iskandar, yang hendak melin-
dungi dan memiliki kepentingan dengan
adanya tambang illegal. Padahal, tam-
bang illegal jelas perbuatan melanggar
hukum, merusak lingkungan tetapi jus-
tru ada oknum aparat kepolisian yang
membekingi.

Bukan cerita baru ada oknum yang
membekingi tempat-tempat tertentu
misalnya tambang illegal. Tentu tidak
gratis tetapi harus memberikan setoran
uang untuk melindungi pemilik tam-
bang illegal tersebut. Perputaran uang
yang cukup tinggi dan aparat kepolisian
tahu ada tambang illegal namun merasa
di zona aman dengan upeti atau setoran
dari pelaku penambang illegal, con-
tohnya.

Sehingga ketika ada polisi baru yang
ingin mengusik lahan tambang illegal
ini, maka polisi lama yang sudah

Baharuddin Kamba

ngetem lama di lokasi tambang illegal
tersebut merasa terganggu sehingga
cara brutal dengan menembak sesama
rekan polisi pun dilakukan.

Kasus polisi tembak polisi harus di-
tuntaskan, tidak hanya tindak pidana
berupa penembakannya saja, tetapi juga
latar belakang, yakni bekingan tambang
illegal, harus juga dituntaskan. Uang
mengalir ke siapa saja harus ditelusuri
karena jarang pemain tunggal dalam
urusan beking tambang illegal. Pasti
melibatkan banyak pihak untuk saling
melindungi mafia kejahatan ini.

Harus Dievaluasi

Pimpinan institusi polri harus bersedia
membongkar akar masalahnya. Apakah
penembakan karena hubungan personal
polisi antara polisi, atau karena masalah
tambang dan rebutan proyek. Dari objek
perkara, subjek pelaku apakah si pelaku
masih mampu menggunakan senjata, se-
jauh mana kepribadiannya selama ini?
Ini harus dievaluasi sehingga

bukan suatu hal yang menjadikan
alasan pembenar untuk melakukannya.
Karena kemampuan untuk mengenda-
likan bagi polisi membawa sejata api
merupakan hal sangat penting.

Karena itu perlu ada evaluasi
menyeluruh dan tuntas bagi anggota
Polri yang menbawa senjata api.
Masalah rebutan proyek sesama aparat
polisi itu sudah sering terjadi, tapi keti-
ka mampu membawa senjata tapi tidak
mampu mengendalikan diri, ini menjadi
hal yang penting untuk dievaluasi.

Pimpinan institusi Polri perlu segera
untuk melakukan evaluasi. Salah satu-
nya melalui transparansi pada semua
level program. Karena sebaik apapun
pendidikan dan pelatihan kepada SDM-
nya akan selalu ada penyimpangan,
karena itu butuh ketegasan tindakan
disiplin, sekaligus penegakan hukum se-
lain tuntunan bukan tontonan dari pim-
pinan. Semoga kasus polisi tembak
polisi tidak terulang lagi. (*)-d

*)Baharuddin Kamba, Kadiv
Humas Jogja Police Watch.

menjadi atensi setiap polisi di
Indonesia bahwa seseorang
sebenarnya masih mampu
atau tidak, karena sangat
berbahaya ketika seseorang
memegang senjata, tapi ti-
dak mampu mengendalikan
diri apalagi dalam keadaan
emosi. Sehingga tidak setiap
anggota polisi boleh meme-
gang senjata api. Tes psikolo-
gi secara rutin terhadap ang-
gota polisi yang memegang
senjata api sangat perlu di-
lakukan.

Kalau kita membaca feno-
mena seperti itu (beking
aparat) bisa dimengerti apa-
lagi kalau daerah-daerah
tambang. Tapi tindakan
polisi menembak polisi itu

pertahun.

bayi.
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